
4. Undan,;t•Undtma ... 

3. 

2. 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasaJ 29 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dinyatakan 
bahwa ketentuan rnengenai petunjuk teknis tentang 
penataan desa diatur dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman 
Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten 
Sin tang; 

J. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 1820); 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi 
Oeospasial (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah~n 
2011 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2514); 
u d -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

n ~g Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
(Lem aran7 T·-bahan Lembaran Negara Republik 
Nomor , ~ .. 
lndoneala Nomor 5495); 

Mengingat 

a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi 
pernerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian 
hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan 
pcdoman penetapan dan penegasan batas Desa; 

Menimbang 

BUPATI SINTANG, 

BUPATl SINTANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 36 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 
DI KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , 

G :J!l 1. 9 0 



Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati im, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang, 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebaga, Unsur 
Penyelengga.ra Pemerintah Daerah yang memimpin 
Pelaksanaan Urusan Pernenntahan yang menJadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Smtang, 
4, Pemerintah Desa adalah Kepala Oesa atau yang drsebut 

deng.en nama lain dibantu perangl<at Desa sebaga, unsur 
penyelenggara ~ntahan Desa, 

5 Sadan PennulJ)'awaratan Deaa atau yang diaebut dengan 
· Jaln adalah lembaga yang melak&anakan fungs, 

nam:.,nt.ahan yan& anggotanya merupakan wakil dan 
=~uduk De.a berd~~ keterwalalan wilayah dan 
ditetapka.n eecara DemoouaUa. 

·, 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN 
PENEGASAN BATAS DESA Ol KABUPATEN SINTANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

7. 

6. 

5. 

~nd~g-Undang Nomnr 23 Tahun 2014 tentang 
emenn:3han Daerah fLembaran Negara Republik 

lndont-Sta Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndones,a Nom~r 5587) sebagaimana 
telah dtubah beberapa kaJi terakhrr dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Repubhk lndon~ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Neg;u-a Republtk Indonesia Nomor 56791; 
Peratura.n Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana.an Undang Undang liomor 6 tahun 
2014 ten tang De11a fLembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan At.as Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 
t.entang Desa [Lernbaran Neg;ira Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 57 I 7); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batu Desa 
(Berita Negara R.epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
I 038); 

Peraturan Daerah Kabupat.en Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 t.entang Pembentukan dan Susunan Orgamsasi 
Perangkat Daerah Kabupat.en Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupat.en Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupat.en Sintang Nomor 7); 

4. 
O J0!3f 

• . . 
• ' 

• 

Menetapkan 



I 8. Prinsip-prinsip ... 

7 · Batas alarn adal h sungai . a unsur-unsur alarni seperti gunung, 
atau diie:t~, dan~u d_an sebagainya, yang dinyatakan 
van . P an se agar pantai, danau dan sebagainya, 
· g dmyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. 

8· Batas . b~atan adalah unsur-unsur buatan manusia 
sepern pilar batas, jalan. rel kereta api, saluran irigasi 
dan sebagamya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai 
batas Desa. 

9. Batas. Desa adalah pembatas wilayah administrasi 
pemei:u:itahan antar Oesa yang merupakan rangkaian 
titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi 
dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung 
gunung/pegunungan (watershed), median sungai 
dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan 
dalam bentuk peta. 

10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas 
Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang 
disepakati. 

11. Metode kartomeu-ik adalah penelusuran/ penarikan garis 
batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan 
posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan 
menggunakan peta dasar dan informasi geospasial 
lainnya sebagai pendukung. 

12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan pencntuan titik· 
titik koordinat batas Oesa yang dapat dilakukan dcngan 
rnetode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang 
dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik 
titik koordinat batas Desa. 

13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur 
alam dan atau buatan manusia, yang berada 
dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar 
dengan Skala, penomoran, proycksi dan georeferensi 
tcrtentu. 

14. ?eta penetapan batas Oesa adalah_ peta yang menyajikan 
batas 0esa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra 
tegak resolusi tinggi, 

IS Ci adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk 
· dt~1 arau cetak yang dihasilkan dari perekaman data 

d 
gi mcnggunakan wahana angkasa/luar angkasa 

cngan . d , · wahana satcht, pesawat u ara, pesawat tanpa 
sepekrta t u wahana angkasa/Juar angkasa lainnya, serta 
awa , a a · · J d wahana darat seperti kamera renstns. asser scanner. an 
wahana darat lainnya. 

al h ,.,,.,bandingan ukuran jarak suatu unsur di 
16. SkalA ad 8 d ...-gitn jarak unsur di muka bumi dan 

a~as pekata d:~aan t,ese.ran perbandingan. 
d1nyata n """ ,. De adalah pct.a yan.g menyl\)1kan semua 

17. Peta batai:,• da": unsur lainnya. sepcrti pilar batas, garia 
unaur ba i . perairan dan 1r11,nsportas1. 
bat.a•, topon rn1 

antara Oesa yang 
alam maupun batas 

· · 010112 
6. Batas adalah tanda pernisah 

beb rsebelahan baik berupa batas 
uatan, 

•• • 



• • 
Pasal 5 ... 

BABIV 
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 

Pasa14 

tuk meJaksanakan peneUlpan dan penegasan batas 
( 1) g~sa dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 

. pan dan Pcnegasan Batas Desa scbagaimana 
(2) Tim Peneta .. 

dimaksud pada ayat ( I) terdiri atas: 

a. Tim PPB Des Kabupatcn: 
b. Tim Tcknis PPB Des Kecamatan; 

. P laksana PPB Des oesa; c. Tam e ! 

-\_- · .. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati Sintang ini meliputi: 
a.penetapan batas Desa; 
b.penegasan batas Desa;dan 
c.pengesahan batas Desa. 

• 'I 

BAB Ill 

RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk 
menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan 
kejelasan dan kepastian hu kum terhadap bat:5~ wilayah 
suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. 

BAB II 
TUJUAN 

. . . o~Oll3 
18. Pnns,p-prinsip eod . 

pengukuran g es'. adalah hal-hal yang rnehputi 
dari hasil (pen~b,lan data), penghitungan (proses 
inforrnasi h r:gu uranj, pe':1ggambaran (penyajian 
pengukura:s Gib uran da':1 perhitunganj, untuk kegiatan 
situasi detil . al Posiiioninq System {GPSJ, poligon, 
me . • waterpas dan penampang melintang dan 

man.iang pada penyelenggaran batas Desa. 
19. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten 

Smtang yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten 
adalah Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa 
Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati. 

20. Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa 
Kecarnatan yang selanjutnya disebut Tim Teknis PPB Des 
Kecamatan adalah Tim Penetapan dan Penegasan Batas 
Desa Kecamatan yang dibentuk oleh Camat. 

21.Tim Pelaksana Penetapan dan Penegasan Batas Desa di 
Desa yang selanjutnya disebut Tim Pelaksa.na PPB Des 
Desa adalah Tim Pelaksa.na Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa di Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa. 



• • 
Paaal 7 ... 

a. Ketua 
b. Wakil Ketua 
c. Anggota 

carnal 
Sekretaris Kecamatan 
J. Kasi Pemerintahan Kecamatan 
2. Anggota Forkopincam (Forum 

Komunikasi Pimpinan Kecamatan) 
3. Tokoh Masyarakat 
4. Pihak Jainnya sesuai kebutuban 

. · PPB Des Kecamatan sebagaimana dimaksud 
(2) Tim Te~•(I) mempunyai tugas pokok memfasilitasi desa 

pada ay Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 
dalam pelaksanaan . . 

. PPB De8 Kecamatan sebagaunana dimaksud 
(3) Tirn Tekn•(92) d"tetapkan dengan Keputusan Camat. 

pada ayat I 

l , Asisten Sekretaris Daerah 
Kabupaten Sintang yang 
membidangi pemerintahan; 

2. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa Kabupaten Sintang; 

3. Kepala Sadan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten 
Sin tang; 

4. Kepala Dinas Tata Ruang dan 
Pertanahan Kabupaten Sintang; 

5. Kepala Bagian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sintang; 

6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 
Sekretaria.t Daerah Kabupaten 
Sin tang; 

(2) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Tim PPB Des J<abupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 6 
(I) susunan keanggotaan PPB Des Tim Teknis Kecamatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, 

terdiri atas: 

: Bupati dan/atau Wal<il Bupati. 
: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang 
: Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dan/atau instansi 
J><:merintah terkait lainnya, antara 
lam terdiri dari: 

c. Anggota 

.• Pasal s 
(I) Susunan Kea 

sebagaimana d~ggotaan Tim PPB Des Kabupaten 
terdirt alas: •maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 
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(3) Peraturan ... 

BABV 
TATA CARA PENETAPAN, 

PENEGASAN, DAN PENOESAHAN BATAS DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 9 

(l) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa 
1:>erpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta 
Ru abumi, Topografi, Min".teplan, StCleltsb~ 
Ke:epakatan dan dokumen lam yang mempunyai 

kekuatan hukum. 
Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan 

(2) Batas . a dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
se bagatJ118.n . 
Bupad dengan Perat.uran Bupati. 

c. mengkoo d. · r inastkan pelaksanaan penetapan dan 
penegasan batas Desa dengan instansi terkait di 
wilayah Kee · amatan masing-masing; 

d. melaksanakan iali . ba . . sos, sas, penetapan dan penegasan 
tas di wilayah Kecamatan masing-masing; 

e. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran 
pendapatan belanja daerah Kabupaten Sintang untuk 
p~laksanaan penetapan dan penegasan batas Desa di 
wilayah Kecamatan masing-masing; 

f. melaporkan semua kegiatan penetapan dan 
penegasan batas Desa kepada Bupati melalui Tim PPB 
Des Kabupaten. 

(3) Tim Pelaksana PPB Des Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. menyiapkan dasar hukum tertulis maupun sumber 
hukum lainnya yang berkaita.n dengan batas Desa di 
wilayah Desa masing-rnasing; 

b. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan 
penegasan batas Desa dengan berkoordinasi dengan 
desa yang berbatasan, Tim Teknis Kecamatan dan 
juga berkoordinasi dengan Tim PPB Des Kabupaten; 

c. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran 
pendapatan belanja desa masing-masing; 

d. melaporkan semua kegiatan penetapan dan 
penegasan batas Desa kepada Tim Teknis PPB Des 
Kecamata.n dan Tim PPB Des Kabupaten. 

' 

OJ!ll)6 
b, merencanakan d dalam lak an melaksanakan fasilitasi desa 

Desa; pe sanaan Penetapan dan Penegasan Batas 
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Bagian ... 

(1) Penegasan batas Desa untuk Desa yang terbentu.k 
sebelum ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku 
dilakukan melalui tahapan: 
a. pengumpulan dan penelitian dokumen; 
b. pembuatan peta ke1Ja; . . 
c. pelacakan dan penentuan pos1~ batas; 
d, pemasangan dan pengukuran pilar bat:as; dan 
e, pembuatan peta batas Desa. 

(2) Setiap tahapan penegasan batae se.bagaimana dimakaud 
pada ayat ( J) dituangkan dalaJD benta acara kesepakatan 
antar Dea& yang berbatasan. 

(3) Serita Acara eel)apimana dimaksud dalam ayat (2) 
ditandatanpni oleh tcepala Deaa yang berbataaan dan 
Tim PPB De• Kabupatcn. 

Pasal 15 

c. pernasangan dan pengukuran pilar batas; dan 
d. pembuatan peta batas Desa. 

(2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dituangkan dalam berita acara kesepakatan 
antar Desa yang berbatasan. 

(3) Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 
ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan 
Tim PPB Des Kabupaten. ' 

(1) Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui 
tahapan: 
a. penelitian dokumen; 
b. pelacakan dan penentuan posisi batas; 

Bagian Ketiga 
Penegasan Batas Desa 

Pasal 14 

Pasal 13 
(I) Setiap taha dimaks pan penetapan batas Desa sebagaimana 

dalam u:ePasal 10 sampai dengan Pasal 12 dituangkan 
berbatasan~ta Acara kesepakatan antar Desa yang 

(2) Berita Acar ba . . di tan 8 . se gaimana dimaksud pada ayat (I) 
"'- datangam oleh Kepala Desa yang berbatasan dan 
,uu PPB Des Kabupaten. 

(3) Serita . Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagai dasar pembuatan Serita Acara penetapan batas 
Desa. 

(4) Peta penetapan bata . 0:J!il 18 
masing Kepala 

O 
s Desa .d•tandatangani oleh masing- 

Kabupaten Sintanesa dan disaksikan oleh Tim PPB Des 
g. 



Pasal 19 ... 

(t) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan 
penegasan batas Oesa dilakukan penyelesaian 
perselisihan batas Desa, 

(2) Penyelesaian perselisihan batas Oesa antar Desa dalam 
satu wilayah kecamatan diselesaikan secara 
musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat 
melalui Tim Teknis PPB Des Kecamatan dan dituangl<an 
dalam Berita Acara. 

(3) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada 
wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah 
Kabupaten Sin tang disclesaikan secara 
musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati 
melalui Tim PPB Des Kabupaten dan dituangkan daJam 
Serita Acara. 

(4) Penyelesalan perselisihan batas De.sa ~bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) d1selesaikan paling 
Jama 6 (enam) bulan 

i 

BAB VI 
PENYELESAJAN PERSELISIHAN BATAS OESA 

Pasal 18 

(l) Tim PPB Des Kabupaten Sintang menyusun rancangan 
Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa berdasarkan 
hasil penegasan batas Oesa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal t 4 dan Pasal J 5. 

(2) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan 
Bupati tentang Peta Batas Oesa. 

Pasal 17 

(I) Tim PPB Des K b 
8 

ti a upaten menyusun rancangan Peraturan 
h up~ 1 tentang peta penetapan batas Desa berdasarkan 

d
a1s, ppenetapan batas Oesa sebagaimana dirnaksud 
aam asal \0. 

(2) ~m PPB Des Kabupaten menyampaikan rancangan 
k eraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
epada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Bupati tentang Peta Penetapan Batas Oesa. 

Bagian Keempat 

Pengesahan Batas Desa 
Pasal 16 



BABX ... 

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa 
bersumber da.ri: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sin tang; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan 
c. Sumber-aumber lainnya yang uh dan tidak mengikat. 

'. 

BABIX 
PENDANMN 

Pasal 22 

BAB Vlll 
PEL.APO RAN 

Pasal 21 

(!) Tim PPB Des Kabupaten Sintang menyusun laporan 
Bupati tentang proses kegiatan penetapan dan 
penegasan batas Desa kepada Gubemur. 

(2) Pelaporan sebagalmana dimaksud pada ayat (I) berupa 
laporan tertulis dan disampaikan paling sedikit 6 (enam) 
bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

\ 

a. pemberian pedoman umum; 

b. sosialiasi; 

c. bimbingan teknis: 
d. pelatihan;dan 

e. supervisi. 

melakukan pembinaan dan 
penetapan dan penegasan batas 

(!) Bupati betwenang 
pengawasa.n terhadap 
Desa di wilayahnya. 

(2) Pembinaan dan pengawasa.n sebagaimana dimaksud pada 
ayat (lJ. dilakukan melalui: 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

(I) Dalam ha! upaya musyawarah/mufa.kat tida.k tercapai 
kata ~ufakat, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh 
Bupati dengan Peraturan Bupati. 

(2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada 
wilayah Kabupaten yang berbeda dalam saru wilayah 
Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang 
berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketenruan 
peraturan perundang-undangan tentang batas daerah. 

Pasal 19 



• 

T08U'HA BA81fAJI 
SERITA OAERAH KABUPATEN SINTANO TAHUN 2017 NOMOR3j;, 

Diundangkan di Smtang 
pada tanggal 'H. 'f'\11 u, 2017 
amumTAIU8 DABllAH KABUPATU IIIJITAJIO 81lffAJIO, 

Ditetapkan di Sin g 
pada tanggal ~ Af11.•L. 2017 
BVPATI 8llff O, tf 

i 

, ' 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Oaerah Kabupaten Sintang. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

BABXI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 

(I) Pada saat Peraturan Bupati Sintang ini mulai berlaku, 
tahapan penetapan dan penegasan batas Desa yang 
sudah berlangsung tetap dilaksanakan sepanjang tidak 
benentangan dengan Peraturan Bupati ini, 

(2) Terhadap penetapan dan penegasan batas Oesa yang 
belum memenuhi ketentuan penetapan dan penegasan 
batas scbagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati 
ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAN LAIN-WN 

Pll.sal 23 

Penetapan dan penegasan batas Oesa tidak menghapus hak 
atas tanah, halt ulayat, dan hak adat serta hale lainnya pada 
masyarakat. 

, . 



• 

I (13) 

2 (13) 

3. dan seterusnya 

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumcntasi batas Deaa Nomor : 

............................ (14), terlampir . 

2. Batas antara Desa ( I 0) denga.n Desa ( IOJ melewati 

fitur alam/ buatan sebagai berikut: 

Desa dengan l. Dokumen-dokurnen batas Desa ( I OJ 

...................... 10) yang disepakati adalah: 

a (1 JJ 
b (1 )) 

c dst. (llJ 

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) 

bertempat di Desa (6) Kecarnatan (7), 

Kabupaten/Kota (8J Provinsi (9) telah 

dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen·dokumen bataS, antara 
Desa I OJ dengan Desa I 0) dengan hasil sebagai 
berikut: 

BERITA ACARA 

PENGUMPULAN DAN PENEL!TJAN DOKUMEN BATAS DESA 

PENETAPAN DAN PENEOASAN BATAS OESA 

Nomor (IJ 
Nomor [J] 

FORMAT BERJTA ACARA DALAM RANOKA PP.:tlETAPAN 

DAN PENEGASAN BATAS Df~SA 

25 APRJ.L 20 J 7 

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENeGASAN 
BATAS DESA 

TANGGAL 

TENT ANG 

U,J!i2,jl 
[,,\l,1PiRAN : PERATURAN BUPATJ SINTANG PROVINS! KAUMANTAII (;:AflAT 

NOMOR 36 TAHUN 2017 

t I 



.................................... (17) 

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 

KABUPATEN/KOTA (16) 

. .. 

Menyetujui, Menyetujui, 
Kepala Desa/Lurah (10) Kepala Desa/Lurah (10) 

2. . (15) 2 (15) 

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 

oESA······································ (10) Desa (10) 

J. (15) 1 (15) 

GiJ~2J3 

- 

• ,,, . 

f I 

t. 



• 

I: 31 Dii.si Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan 
dipa.sang batas. Si.stem penomoran harus sudah ditentukan secara 
sisumatis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, 

La.::lpll'an f) 

I: 4) Dii..51 derigan nomor surat Data hasil penelitian dolcumen batas Desa; 

ccrnoh : No (seluruh dokumen harus diarsipkan seca.ra baik 

can ben.aI) 

1'.S, Ot1andat.angan.i oleh pihak·pihak yang terkait pada jajaran masing· 

ClaSUlg Desa, tolroh masyarakat kcdua Desa. 

(:~ ~ nama Kabupaten/ Kota 

I! 7) Otist nama jel.as dan tanda tan83.J\ Perwakilan Tim Penetapan dan 

~ Batas [)esa • 

r: n ~ nama dan jenis dolcwnen batas Desa yang disepakati 

I ,2) D-.isi nama dan jenis peta dasar yang disepakati 

rn Dusi na.ma previnsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan 

(,Of Dii.si nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang 
berbatasan, harus dicanrumkan semua nama Desanya. 

n Dusi n.ama kecamatan, dimana penelitian dolruroen batas di]akukan 

j • , 1<'31 D'.isi nama lcabupaten/Kota, dimaoa penelitian dokumen batas 

cillalrukan 

(5l Cukup jelas 

(6l O-.isi nama Desa yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen 

batas di!akukan 

I :j Diesi rsomcr agenda Desa yang berbatasan, 

p c~-up jetas 

\31 CUJrup jelas 

PE1'UNJUK PENG!SIAN SERITA ACARA 

PENEL111AN OOKUMEN BATAS OESA 



,· 4 

11 ."I 
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• •• •• 
\ 

• 

{71 Diisi nama kecamatan yang membawahi desa-desa yang berbatasan 

(8) Diisi Jenis dan Nama Peta Dasar yang disepakati 

(9) Oitandatangaru oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran maaing-masing 

Desa, tokoh masyarakat kedua Desa 

tlO)Diisi nama Kepala Desai Lurah desa-desa yang berbatasan 

{I l)Diisi nama Kabupatcn/ Kota 

112)Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa . 

(2) Cukup jelas 

13) CUkup jelas 

(4) Culrup jelas 

(5) Cukup jelas 

(6) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang 
berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya 

(l) Oiisi nomor agenda Desa yang berbatasan, 

• 
PEnJNJUK PENGISIAN SERITA ACARA 

PEl>fIUHAN PETA DASAR 

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS OESA 

I 

GJ02J6 

. " 



4. Dal\ar koordinat titlk kartomclrik batas desa hasil dari penetapan betas 

dcsaterscbut adulah scbagui bcrikut: 

Belum discpakati sub segmen batas dimulai dari (13) mengarah 

kc (14) mengikuti (13) sampai pada (13). 
lalu dilanjutkan mcnglU'Uh kc (14) mengikuti (13) srunpai pada 

................... ( 13). 

\ Telah discpakati sub scgmen dimulai dari (13) mcngarah kc 

......... (14) mengikuti (13) sampai pada (13), lalu 

dilanjutkan mcngarah kc (14) mengikuti (13) sampai pada 

................... (13). 

dan 

l. Peta penctapan Batas Ocsa : 

a 11) 

2. Cakupan Wilayah Dcsa (6Jmeliputi: 
a (12) 

b (12) 

c (12) 

d (12) 

3Dkri' b d . cs psi segmcn atas antara esa (10) 

desa (10) adalah scbagll.i bcrikut: 

Pada hari ini (2) tanggaJ 
· (3) bulan (4) 

tahun (5) bcrtempat di D esa . 
(6)Kecamatan..... (7) Kabu /K paten ota (8) 
Provinsi.. ·· .. ·· (9) Lelah disepakati batas wilayab antara Desa 

................ ( 1 O)dengan Desa 1 O'd h il bag · bcri.ku · ·· · .. · ·· · · ... ·... .. . .. . , engan as se a.i t: .. 

Nomor ..................... (}) 

BERITA ACARA KEsEPAKATAN 

PENETAPAN BATAS DESA 

Form. 3 



• 

• : (20) 
• 

• (20) 

TIM PENETAPAN DANPENEOASAN BATAS DESA 

KABUPATEN/ KOTA .. 

..................................................... ..................................................... 

Kepala Desa I 0) 

I 

Kepala Oesa 10) 
. 

• 
Menyetujui .... 19) Menyetujui .... 19) 

2 18) 2 18) 

1. 18) ) 18) 

Desa ....................•..•.••.•......•... 10) Desa 6) 

TIM PENETAPAN DAN PENEOASAN BATAS DESA 

Demil<ian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan 
sebagai.mana mestinya, 

Gans Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas mdikatil yang 
menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa. 

l 

.. ... • , ... X(meter)(l6) Y(meter)(l 7) 
Bujur(l4) Lintangf l S] 

UTM Geografis I , Narna Titilc 
(13) 

Koordinat 

o:i!llJ8 

• 



' ~ 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) ' , (8) 

(9) 

(10) 

Diisi nomor agenda kabupaien 
Cukupjelas 
Cukupjelas 
Cukupjelas 
Cukupjelas 
Diisinama Desa terscbut yang ditetapkan Peta Penetapan Batas 
Desan ya 
Diisinarna kecamatan desa tersebut 
Diisinama kabupatcn/Kota desa tersebut 
Diisinama provinsi desa tcrsebut 
Diisi nama desa-desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua dcsa yang 
berbatasan, harus dicantumkan semuanamadesanya. 

(11} Diisi Judul Peta Penetapan Batas Desa 
(12) Diisidaftar cakupan wilayah desa tersebut yang berupa dusun dan/ 

atau RW 
(13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartomctrik dapat 

dilihat pada lampiran 7 
(14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada 

detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal 
(15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, dctik) dimana pada 

detik angka dibeJakang koma sebanyak 2 desimal 
(16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma 

sebanyak 2 desimal 
{17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma 

sebanyak 2 desimal 
(18) Ditandatangani olch pihak·pihak yang terkait pada jajru-an masing 

masing desa,tokoh masyarakat desa·desa yang terkait. 

(19) Disetujui oleh Kepala Desa yangberbatasan. 
(20) Diisi nama jelas dan tandatangan Perwa.kilan Tim Pcnetapan dan 

Penegasan Batas desa Kabupatcn/Kota. 

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN 

PETA PENETAPAN BATAS DESA 

G.J02J9 

• 



•.••. ,. (12) ""'"" .. .,. ... ,. ... ,.......... . • . ....... ( 11) 

Kcpala 

Desa/Kelurah.an*•) (6) 
Kepala 

Ocaa/ Kclurahan-) (5) 

Yang Bersepakat , 

• 

!lcmikian bcrita acara ini d.ibuat dcngan sesungguhnya untuk digunakan sehegaiana 
I •, mes tin ya. 

Dimulai dari (9) mengarah ke (10) mcngikuti (9) 

sampai pada (9), lalu dilanjutkan mengarah ke (10) mengi.kuti 
...•... (9) sampai pada (9) telah disepakati. 

2. Oeskripsi segmen batas 

!. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat 

menggunakan data : 

I ' a . 
b .........•...... 
c dst 

f'8.da hari ini ··· ········· 11) tanggal (2) bulan (3) tahun (4) telah 

dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa 

................ (5) Kecamatan (6) dengan Desa 7) Kecamatan 

.................. (8) yang dilaksanakan di desa 5) Kecamatan (6) 

dengan basil kesepakatan sebagai berikut: 

SERITA ACARA 

PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK 

Form. 4 

G:10210 
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• • 

i 
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(I) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan. 

(l) cukup jelas 
[J) cukup jelas 
(4) CukUP jelas 

[SJ Culcup jelas 
(6) Oiisi nama DESA yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang. 
17J Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang. 
(8) Diisi nama Kabupaten/Kota, dimana pilar batas tersebut dipasang. 
[9) Diisi nama Provinsi, dirnana pilar batas tersebut dipasang. 

f 1(10) Oiisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan 

dan narna DESA. 
Ill) Oiisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan 

Tanda Batas DESA; contoh : No . 
(12) Diisi nama DESA yang berbatasan 
[13) Oitandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing 

DESA, tokoh masyarakat kedua DESA. 
[14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan. 

(15) Cukup jelas 
06) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas DESAyang 

telah dibentuk. 

PETUNJUK PENOISIAN 

BERITA ACARA PELACAKAN BATAS DESA 



(I) Di isi nama desa yang berbatasan 

(2) Di isi nomor agenda surat di kantor desa yang berbatasan 
(3) Di isi nama lokasi yang di lacak 

(4) Di isi nama desa tempat pelacakan 
(51 Diloi nama kecamatan yang beru.ng)cutan 

(6) Di isi nama kabupaten yang bersanglrutan 
(7) Di isi nama provinsi yang bersangkutan 
f8J Cukup jelas 

(9) Di isi nama perugas survei dan jabatannya 
(IO)Di isi nama peta/data yang digunakan 

l (ll)Di isi data posisi gcognofi yang mcnyatakan ha) tersebut, Posisi pendckatan 
yang belum akurat. Pcsisi yang dcfinitif setelah dilakukan pengukuran posisi 
sesuai spesifikasi teknis. 

(12)Cukup jelas, pilih jcnis tanah yang sesuai 
(13)Sebutlcan bcrapa perkiraan jarak lokasi rcncana pemasangan pilar dari jalan, 

sungai, atau perkampungan yang terdckat 
(14)Diisi dengan status kcpcmllikan tanah rcncana penernpatan pilar 
(IS)Sebutlcan nama pcmegang hak at.as tanah tersebut 
(16)Diisi nama kepala desa yang bcrbatasan 
(17)Diisi nama kabupaten 
(18)Diisi pcrwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Dcsa 

I i Kabupaten/Kota 

PETUNJUK PENGISIAN 

DATA SURVEJ PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANOAN 

 


